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Abstrak
 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-

undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang

yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek

Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa

semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan

yang baru dalam waktu satu tahun semenjak UU Minerba yang baru diundangkan. Mengacu kepada pasal

tersebut, Pemerintah selanjutnya meminta negosisasi ulang PKP2B sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU

Minerba yang baru diakomodasi kedalam semua PKP2B. Setelah memerlukan waktu bertahun-tahun dalam

proses negoisasi ulang PKP2B, Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan amandement tersebut terhadapa

semua PKP2B yang ada mulai 1 Januari 2018. Terdapat 6 isu strategis yang timbul selama proses negosiasi

ulang tersebut, yaitu pertama, lisensi operasi tambang batubara yang berkaitan dengan keberlangsungan

usaha pertambanganan batubara setelah konsensi PKP2B berakhir; kedua, kewajiban untuk pemrosesan

barang tambang didalam negeri; ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelian dalam negeri untuk material

dan jasa; keempat, kewajiban divestasi yang sesuai dengan jumlah tahun operasi; kelima, luasan area

konsesi mengikuti UU Minerba yang baru; keenam, penerimaan Negara dimana UU Minerba yang baru

menyatakan PKP2B harus mengikuti peraturan Pajak yang sedang berlaku dengan segala konsekwensinya.

Studi ini melakukan pengujian untuk melihat bilamana amandemen kontrak karya memiliki pengaruh yang

merugikan terhadap performa Keuangan perusahaan-perusahan tambang barubara. Studi ini membanding

performa Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk periode 3 tahun sebelum dan 2 tahun setelah

amendmen tersebut diberlakukan. Mengambil sampel Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa effek

Jakarta untuk dianalisa performa keuangannya selama 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Kesimpulan

dari studi ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tambang batubara merespon atas perubahan

kebijakan Pemerintah tersebut dan selanjutnya memberikan saran kepada Pemerintah dalam melakukan

perubahan kebijakan.        

......Government Indonesia issued new mining law No. 4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan

Mineral dan Batubara (UU Minerba) on 12 January 2009. This new mining law is to overrule Undang-

undang Pertambangan No. 11 Year 1967 about Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan which was

considered no longer compatible with development of mining practices both domestic and international.

Article 169 of new UU Minerba, cites that any existing Coal Contract of Work (CCoW) has to follow the

new mining regulation within one year after UU Minerba issuance date. By referring to the article

Government then called out for CCoW renegotiation so clauses in new UU Minerba accommodated into all
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CCoW. After taking several years in CCoW renegotiation, Government Indonesia has managed to impose

the amendment to all CCoW by 1 January 2018. There are six strategic issues called out during the

renegotiation consist of 1st. mining operation license which dealing with business continuity after CCoW

period expired, 2nd. Domestic processing obligation to where Coal mining company has to establish coal

processing in country, 3rd. Domestic purchase obligation for material and services, 4th. Percentage

divestment obligation to fulfil according years of operation, 5th. Size of area concession where coal mining

company only allow much lesser area concession for mining operation, 6th. State revenue under new UU

Minerba required to follow prevailing tax law and its consequences. This study is to examine whether the

amendment has significant unfavourable impact toward coal mining companies’ performance. The study

compares their financial performance for the period of 3 years before and 2 years after coal contract of work

applied.  Taking sample from coal mining companies listed in Jakarta stock exchange to analysis financial

performance for the period from 2015 to 2019. The finding from this study shows how coal industry

responding the change in government regulation and further provides suggestion to Government in changing

regulation.  


